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Abstrak
 

Analisis pelembagaan demokrasi difokuskan pada: Pertama, sejauh mana nilai-nilai demokrasi sebagaimana

dikemukakan Dahl dan Smith seperti jaminan terhadap hak warga masyarakat berpartisipasi dalam

penyelenggaraan kebijakan publik di tingkat lokal, keterwakilan stakeholders, kesamaan hak dalam proses

pengambilan keputusan, penyebarluasan informasi kebijakan, responsivitas dan kontrol masyarakat dalam

proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan masyarakat diwujudkan. Kedua, tingkat

kepedulian dan konsistensi masyarakat berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program

pemberdayaan masyarakat, yang oleh Arnstein dapat diamati dalam beberapa level. Ketiga, menguji faktor-

faktor individu yang mempengaruhi yang dan yang berhubungan dengan partisipasi warga dalam proses

perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Variabel dianalisis adalah tingkat

pemahaman tentang anggaran publik, persepsi perlunya mengetahui proses pengelolaan program, persepsi

tentang manfaat berpartisipasi, sikap rasa memiliki anggaran program, persepsi tentang pemberian "uang

saku" kepada partisipan, rasa tanggung jawab sosial, harapan mempengaruhi keputusan, pendidikan, umur,

dan pendapatan keluarga, yang dalam banyak referensi, dijelaskan, sering berpengaruh, dan berhubungan

dengan partisipasi warga masyarakat dalam proses penyelenggaraan kebijakan publik, termasuk dalam

proses perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Diperoleh kesimpulan: Pertama, penerapan nilai-nilai demokrasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan

program pemberdayaan masyarakat di Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan relatif berkembang.

Jaminan hak warga untuk berpartisipasi, keterwakilan stakeholders, persamaan hak dalam pengambilan

keputusan, penyebarluasan informasi mengenai program, responsivitas serta kontrol masyarakat mulai

diwujudkan meskipun belum maksimal. Kedua, masyarakat diberikan keleluasaan merencanakan,

melaksanakan dan mengontrol pengelolaan program, menggambarkan bahwa, partisipasi berada pada level

degree of citizen power. Warga masyarakat juga memiliki kepedulian berpartisipasi, meskipun belum

konsisten berpartisipasi dalam semua tahapan kegiatan proses perencanaan dan pelaksanaan program

pemberdayaan masyarakat. Ketiga, partisipasi warga masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan

program pemberdayaan masyarakat, baik secara bersama-sama, dipengaruhi oleh tingkat pemahaman

tentang anggaran program pemberdayaan masyarakat, persepsi perlunya mengetahui proses pengelolaan

program, persepsi mengenai manfaat berpartisipasi dan sikap rasa memiliki anggaran program, ?pemberian

uang saku", rasa tanggung jawab sosial, harapan mempengaruhi keputusan, pendidikan, umur dan

pondapatan. Namun secara parsial, hanya tingkat pemahaman makna anggaran, persepsi perlunya

mengetahui pengelolaan program, sikap rasa memiliki, rasa tanggungjawab sosial, harapan mempengaruhi

keputusan, dan tingkat pendidikan yang menunjukkan pengaruh signifikan, dan berkorelasi positif dengan

partisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, sedangkan

persepsi tentang manfaat berpartisipasi, "pemberian uang saku", umur, dan pendapatan tidak menunjukkan

pengaruh signifikan.
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Semua aspek yang berpengaruh secara signifikan, menunjukkan hubungan positif dengan partisipasi.

Artinya, semakin mengetahui bahwa anggaran program pemberdayaan masyarakat berasal dari rakyat, dan

harus dimanfaatkan untuk kepantingan masyarakat, maka semakin tinggi persepsinya akan perlunya

mengetahui proses pangelolaan program. Sikap rasa memiliki yang tinggi tentang anggaran program,

didorong oleh rasa tanggung jawab sosialnya sebagai wakil warga, adanya harapan mempengaruhi

keputusan dalam pengelolaan program, serta tingkat pendidikan tinggi menjadikan partisipasi warga

masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program juga semakin tinggi.

Pemahaman mengenai anggaran, persepsi tentang program pemberdayaan masyarakat, dan faktor

pendidikan, menunjukkan hubungan positif satu sama lain. Semakin memahami makna anggaran

pemberdayaan masyarakat, semakin tinggi pula persepsi akan perlunya mengetahui proses pengelolaan

program dan anggarananya, karena semakin tingginya sikap rasa memiliki anggaran tersebut, seiring dengan

rasa tanggung jawab sosial tinggi untuk berpartisipasi di dalamnya, dengan harapan dapat mempengaruhi

proses pengambilan kepulusan terkait pengelolaan program tersebut. Pendidikan tinggi, disertai dengan

pemahaman yang kuat dalam membela kepentingan publik, akan membentuk sikap rasa memiliki yang

tinggi anggaran program pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari angaran publik.

Melalui pelaksanaan program pembangunan yang partisipasi sebagai suatu pola pelembagaan demokrasi,

manjadikan masyarakat dapat belajar mengenal dan memahami permasalahannya, serta dapat merumuskan

cara mengatasinya secara bersama. Untuk itu itu, ruang partisipasi perlu dikembangkan, kesadaran dan

pemahaman masyarakat perlu ditingkatkan melalui pencerahan oleh pemerintah, masyarakat sipil maupun

media masa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mewujudkannya, diperlukan komltmen

dan konsistensi para individu yang memiliki kekuasaan, mempunyai kewenangan, serta keberperanan para

pemangku kepentingan termasuk para pembayar pajak. Perlu studi lebih lanjut tentang demokratisasi

program pemberdayaan masyarakat dengan memasukkan variabel lain, seperti persepsi tentang kewajiban

membayar pajak.

Proses pelembagaan demokrasi melalui pengembangan sistem perencanaan dan pelaksanaan program

pemberdayaan masyarakat yang partisipatif, responsif, transparan, akuntabel, diIakukan secara jujur,

mengutamakan kepentingan bersama, patuh pada aturan, proporsional, dan berkeadilan sesuai dengan

prinsip tatakelola pemerintahan lokal yang baik (good local governance), perlu diwujudkan secara konsisten

dan borkelanjutan. Penerapannya secara baik dapat mendorong kreativitas dan keswadayaan masyarakat

dalam pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan dari penyelenggaraan kebijakan, dan pelayanan

publik, serta pembangunan berbasis kerakyatan, melalui pendekatan pemberdayaan untuk mendorong

peningkatan kesejahteraan rakyat secara umum, dan bagi masyarakat lokal secara khusus.


